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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi 

 

1. Pengertian Ganti Rugi Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara 

 

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang 

setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah 

satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Peraturan pencabutan hak 

pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (onteigenings ordonantie/Staatsblad 

1920-574) pada hoofdstuk IV, menggunakan istilah pengganti kerugian 

(schadeloostelling) yang maknanya hampir sama dengan schadevergoeding. 

Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (schade), dan biaya yang 

dikeluarkan (processkosten) yang dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi 

menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan 

kerugian orang. 

Adapun ganti kerugian menurut Pasal 1243 KUHPerdata ada 3 (tiga) macam, 

yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata sudah di 

keluarkan, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur yang 

diakibatkan oleh kelalaian debitur, dan bunga adalah kerugian yang berupa 

kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur. Pengertian kerugian 

dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau 

“fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi5. Kerugian nyata ini 

ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak 

debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu 

 

5 M. yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66. 
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rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai 

dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan 

keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang 

berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita 

kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan 

diperolehnya. 

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, 

yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah 

selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran 

norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai 

kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang 

ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang- 

undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. 

2. Unsur-Unsur Ganti Rugi 

 

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang 

lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik 

berupa biaya (kosten), kerugian (shade) atau bunga (interesten). 

Dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: 

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan 

penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya 

dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,dengan tak mengurangi 

pengecualian pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di 

bawah ini.” 

Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur yang terdapat 
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dalam Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, adalah sebagai berikut:6 

 

a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost). 

 

b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur 

akibat kelalaian debitur (damages). 

c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest), Karena debitur lalai 

maka kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. 

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, 

kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu :7 

a. Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi. 

 

b. Keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans) meliputi bunga. 

 

3. Asas-Asas Ganti Rugi 

 

Berkaitan dengan ganti rugi, agar kepentingan umum tidak menyimpang dari 

makna sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum 

sebagai berikut, yaitu : 

a. Asas Itikad Baik 

 

Maksud dari asas ini adalah bahwa pengadaan lahan bidang tanah dan 

pembebasan tanah untuk kepentingan lahan pertambangan harus dilandasi dengan 

itikad baik dan keterbukaan serta kejujuran dari kedua belah pihak dari segi 

besarnya nilai ganti rugi yang berkeadilan yang diberikan kepada pemilik lahan. 

b. Asas Keseimbangan 

 

Asas ini memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban penguasa tanah dan 

pelaku usaha pertambangan batubara dalam setiap pemberian ganti rugi dan atau 

 

 

6 Abulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41. 
7 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang- 
Undang), Manjar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14. 
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kontrak bagi hasil (fee) lahan yang disepakati bersama baik bentuk maupun 

besarnya. 

c. Asas Kepatutan 

 

Maksud dari asas ini, yaitu nilai ganti kerugian haruslah layak dan patut 

berdasarkan nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau segala yang menjadi 

turutannya. 

d. Asas Kepastian Hukum 

 

Perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik lahan yang akan dilakukan 

kegiatan pertambangan batubara merupakan suatu yang urgen dan sebisa 

mungkin bebas dari praktik-praktik kesewenang-wenangan dalam ganti rugi 

bidang tanah yang akan dilakukan aktifitas pertambangan batubara. 

e. Asas Kesejahteraan 

 

Asas ini menghendaki perlindungan terhadap pihak yang melepaskan atau 

pembebasan tanah dari sisi ekonominya, yang dimana tanah yang dibebaskan itu 

banyak membantu pihak yang menyerahkan tanah dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

f. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum 

Asas ini bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen 

ke-4, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan 

kewajiban diatur dan harus dibaca dalam satu nafas serta dijalankan secara 

seimbang. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum mengimplementasikan dua 

ukuran penguji (toetsingsmaatstaven), yaitu adanya ukuran dalam memberi 

keputusan terhadap kebijaksanaan pemerintah dan adanya ukuran untuk 

menentukan kebijaksanaan yang menjadi dasar keputusan. Tujuan dijalankannya 
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hak dan kewajiban pemilikan tanah adalah untuk mencapai tujuan hukum berupa 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

g. Asas Musyawarah 

 

Substansi yang prinsipil dalam musyawarah, adalah suatu kenyataan konkret 

bahwa manusia memiliki pikiran, kehendak, dan kemampuan serta kecakapan 

bertindak yang diberi arti hukum. Pemenuhan asas musyawarah mengedepankan 

dura hal pernting, yaitur. kerdurdurkan warganergara serbagai manursia yang dihadapkan 

derngan Nergara yang dilaksanakan olerh permerrintah dan werwernang atas dasar 

kerberbasan manursia yang dihadapkan derngan werwernang Nergara urnturk 

mernernturkan, merngaturr, dan mernyerlernggarakan hal-hal yang berrhurburngan derngan 

tanah yang terrjadi atas dasar kerkurasaan Nergara terrhadap tanah. 

4. Terori Perrburatan Merlawan Hurkurm Dalam Pernyerlersaian Ganti Rurgi 

 

Dalam Pasal 1365 KUrH Perrdata Indonersia, perrburatan merlawan hurkurm 

diartikan serbagai tindakan yang berrterntangan derngan urndang-urndang ataur aturran 

hurkurm yang berrlakur. Derngan merlakurkan perrburatan terrserburt, serserorang akan 

diwajibkan urnturk merngganti kerrurgian yang timburl akibat tindakan terrserburt. 

Perrburatan merlawan hurkurm mermiliki dampak signifikan terrhadap hurburngan 

antarindividur dalam masyarakat, dan permahaman yang merndalam terntang dasar 

hurkurm, terori yang merlatarberlakanginya, serrta filosofi hurkurm yang merndasarinya. 

Sercara khursurs, istilah "perrburatan" dalam konterks perrburatan merlawan hurkurm 

dapat diartikan serbagai berrikurt: 

a) Nonferasancer, yaitur tidak berrburat sersuratur yang diwajibkan olerh hurkurm. 

 

b) Misferasancer, yaitur perrburatan yang dilakurkan derngan cara yang salah yang 

mana merrurpakan kerwajibannya. 
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c) Malferasancer, yaitur perrburatan yang dilakurkan walaurpurn perlakurnya tidak 

mermiliki hak urnturk merlakurkannya. 

Dalam terori hurkurm, perrburatan merlawan hurkurm dianggap serbagai perlanggaran 

terrhadap norma hurkurm yang merngakibatkan kerrurgian pada pihak lain. Urnsurr-urnsurr 

yang harurs ada agar suratur perrburatan dapat dianggap serbagai perrburatan merlawan 

hurkurm adalah: 

a) Perrburatan, yaitur tindakan nyata ataur kerlalaian yang dilakurkan olerh 

serserorang. 

b) Merlanggar Hurkurm, yaitur tindakan terrserburt berrterntangan derngan norma 

hurkurm yang berrlakur, serperrti urndang-urndang ataur perraturran. 

c) Timburlnya Kerrurgian, yang mana kibat dari perrburatan terrserburt, pihak lain 

mernderrita kerrurgian baik dalam bernturk materriil maurpurn immaterriil. 

d) Hurburngan Serbab-Akibat, yaitur adanya hurburngan yang jerlas antara 

perrburatan yang merlanggar hurkurm dan kerrurgian yang timburl. 

Urnsurr perrburatan ataur tindakan dalam perlanggaran hurkurm tidak terrbatas pada 

tindakan positif saja, yang artinya merlakurkan sersuratur, tertapi jurga merncakurp 

tindakan nergatif, yaitur kertidakberrburatannya sersurai derngan kerwajiban surbjerktifnya. 

Serburah tindakan dianggap positif jika serserorang merlakurkan sersuratur yang 

merlanggar hurkurm, serdangkan tindakan dianggap nergatif jika serserorang serharursnya 

merlakurkan sersuratur berrdasarkan urndang-urndang ataur kerwajiban surbjerktifnya, 

namurn tidak merlakurkannya dan akibatnya merrurgikan orang lain. Bahkan, tindakan 

tidak berrburat apa-apa ataur diam jurga dapat dianggap serbagai perlanggaran hurkurm. 

Dalam Pasal 1365 KUrHPerrdata, Prodjodikoro (2003) merngermurkakan bahwa 

tindakan yang dimaksurd merlibatkan tindakan aktif maurpurn tindakan pasif ataur 

kertidakberrburatannya. Salah satur contoh perrburatan merlawan hurkurm dalam konterks 
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hurkurm perrdata adalah kertika suratur pihak tanpa izin ataur dasar hurkurm yang sah 

merngambil alih ataur mermanfaatkan tanah yang pada hakikatnya sercara sah dimiliki 

olerh pernggurgat. Tindakan terrserburt merngakibatkan kerrurgian materriil bagi 

pernggurgat, serperrti hilangnya hak kerpermilikan, perndapatan yang serharursnya 

diperrolerh dari tanah terrserburt, ataur biaya hurkurm yang harurs dikerlurarkan urnturk 

mernyerlersaikan perrserlisihan. Pernggurgat mermiliki dasar hurkurm urnturk merngajurkan 

turnturtan hurkurm terrhadap pihak yang merlakurkan perrburatan merlawan hurkurm 

terrserburt. Dalam pandangan terori perrlindurngan hurkurm, perrburatan merlawan hurkurm 

didasarkan pada prinsip keradilan dan permurlihan staturs quro. Terori ini mernggaris 

bawahi perntingnya mernjaga kerserimbangan antara hak-hak individur dan 

kerperntingan masyarakat urmurm. Konserp rerstorasi dalam terori ini mernurnturt agar 

korban diberrikan kompernsasi urnturk merngermbalikan keradaan serolah-olah perrburatan 

merlawan hurkurm tidak terrjadi.8 

5. Terori Perrtanggurng Jawaban Hurkurm 

 

Mernurrurt Abdurlkadir Murhammad terori tanggurng jawab dalam perrburatan 

merlanggar hurkurm (tort liability) dibagi mernjadi berberrapa terori, yaitur :9 

a) Tanggurng jawab akibat perrburatan merlanggar hurkurm yang dilakurkan derngan 

serngaja (interrtional tort liability), terrgurgat harurs surdah merlakurkan perrburatan 

serdermikian rurpa serhingga merrurgikan pernggurgat ataur merngertahuri bahwa apa 

yang dilakurkan terrgurgat akan merngakibatkan kerrurgian. 

b) Tanggurng jawab akibat perrburatan merlanggar hurkurm yang dilakurkan karerna 

kerlalaian (nergligerncer tort lilability), didasarkan pada konserp kersalahan 

 

 

8 Gisni Halipah et al., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata,” 
Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 01 (2023): 138–43, https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923. 

 
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503 
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(concerpt of faurlt) yang berrkaitan derngan moral dan hurkurm yang surdah 

berrcampurr baurr (interrminglernd). 

c) Tanggurng jawab murtlak akibat perrburatan merlanggar hurkurm tanpa 

mermperrsoalkan kersalahan (stirck liability), didasarkan pada perrburatannya 

baik sercara serngaja maurpurn tidak serngaja, artinya merskipurn burkan 

kersalahannya tertap berrtanggurng jawab atas kerrurgian yang timburl akibat 

perrburatannya. 

Serserorang berrtanggurngjawab sercara hurkurm atas perrburatan terrterntur ataur bahwa dia 

berrtanggurngjawab atas suratur sanksi bila perrburatannya berrterntangan. Dalam terori 

hurkurm urmurm, mernyatakan bahwa sertiap orang terrmasurk permerrintah, harurs 

mermperrtangurngjawabkan sertiap tindakannya, baik karerna kersalahan ataur tanpa 

kersalahan. 

6. Perrtanggurng Jawaban Hurkurm Mernurrurt KUrHPerrdata 

 

Kitab Urndang-Urndang Hurkurm perrdata mermbagi masalah perrtanggurng jawaban 

terrhadap perrburatan merlawan hurkurm mernjadi dura golongan yaitur: 

a) Tanggurng jawab langsurng Hal ini diaturr dalam Pasal 1365 KUrHPerrdata. 

 

Derngan adanya interrprerstasi yang luras serjak tahurn 1919 (Arerst Lindernbaurn 

vs Cohern) dari Pasal 1365 KUrHPerrdata ini, maka banyak hal-hal yang 

durlurnya tidak dapat diturnturt ataur dikernakan sanksi ataur hurkurman, kini 

terrhadap perlakur dapat dimintakan perrtanggurng jawaban urnturk mermbayar 

ganti rurgi. 

b) Tanggurng jawab tidak langsurng. Mernurrurt Pasal 1367 KUrHPerrdata, serorang 

surbjerk hurkurm tidak hanya berrtanggurng jawab atas perrburatan merlawan 

hurkurm yang dilakurkannya saja, tertapi jurga urnturk perrburatan yang dilakurkan 

olerh orang lain yang mernjadi tanggurngan dan barang-barang yang berrda di 
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bawah perngawasannya. Tanggurng jawab atas akibat yang ditimburlkan olerh 

perrburatan merlawan hurkurm dalam hurkurm perdata, perrtanggurng jawabannya 

serlain terrlertak pada perlakurnya serndiri jurga dapat dialihkan pada pihak lain 

ataur kerpada Nergara, terrganturng siapa yang merlakurkannya. 

7. Terori Keradilan 

 

Hurkurm berrfurngsi serbagai perrlindurngan kerperntingan manursia, agar kerperntingan 

manursia terrlindurngi hurkurm harurs dilaksanakan, di samping itur hurkurm jurga 

berrfurngsi serbagai sarana urnturk merwurjurdkan kerterrtiban masyarakat, serbagaimana 

urngkapan Brian Z. Tamahana:"ther furndamerntal furnction of law is ther mainternancer 

of social orderr".10 Perlaksanaan hurkurm dapat berrlangsurng sercara normal, damai, 

tertapi jurga karerna adanya perlanggaran hurkurm. Dalam hal ini hurkurm yang dilanggar 

terrserburt harurs ditergakkan. Dalam mernergakkan hurkurm tiga hal yang harurs serlalur 

diperrhatikan yaitur kerpastian hurkurm (rerchtssicherrherit), kermanfaatan 

(zwerckmassigkerit) dan keradilan (gerrerchtigkerit). 11 

Dalam kaitan derngan pernergakan hurkurm yang berrturjuran urnturk merwurjurdkan 

keradilan, serburah pribahasa latin mernyatakan, fiat jurstitia ert 

perrerat murndurs (merskipurn langit akan rurnturh hurkurm harurs ditergakkan). 12 Adagiurm 

terrserburt mernyiratkan adanya suratur komitmern yang sangat tinggi dalam 

merwurjurdkan keradilan di dalam kerhidurpan berrsama. Hurkurm diburat hakerkatnya 

urnturk merwurjurdkan keradilan dalam masyarakat, masyarakat sangat berrkerperntingan 

bahwa dalam perlaksanaannya hurkurm harurs serlalur merncerrmikan nilai keradilan. 

 

10 Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society. (New York: Oxford University Press, 
2006), hlm. 11. 

11 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). 
Hlm.1. Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). 
hlm.1. 

12 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). 
hlm.1. 



42 

 

 

Nilai keradilan dalam hurkurm merrurpakan hal yang sangat ersernssial dalam hurkurm 

serlain kerpastian dan kermanfaatan. Nilai keradilan, kermanfaatan dan kerpastian 

hurkurm merrurpakan nilai-nilai yang saling merlerngkapi satur sama lain. 

Permbernturkan hurkurm harurs berrperdoman pada prinsip-prinsip urmurm terrterntur, 

yakni prinsip-prinsip yang mernyangkurt kerperntingan urmurm suratur bangsa. Prinsip 

prinsip yang digurnakan urnturk merncapai turjuran terrserburt diambil dari keryakinan- 

keryakinan yang hidurp dalam masyarakat terntang suratur yang adil dan baik.13 Hurkurm 

harurs ditergakkan olerh permerrintah agar turjuran Nergara dapat terrcapai, turjuran nergara 

ini dapat dicapai derngan mernyerlaraskan derngan turjuran hurkurm itur serndiri. 

John Rawls yang dilahirkan pada tahurn 1921 adalah merrurpakan serorang filosof 

Amerrika Serrikat yang terrkernal pada abad 20 yang berrbicara didalam bidang 

filsapati. Burkurnya yang berrjurdurl “Terori Keradilan” (A Therory Jursticer) merrurpakan 

terks primerr dalam filsafat. Rawls berlajar di Urniverrsitas Princertion, serrta merngajar 

di Urniverrsitas Cornerll dan Urniverrsitas Harward. John Rawls dilahirkan di 

Baltimorer, Maryland. Ayahnya William Lerer Rawls adalah serorang perngacara dan 

iburnya Anna Aberll Kerkar Rawls. 

Mernurrurt Rawls terntang keradilan, bahwa orang yang rasional akan 

mernyerimbangkan kerperntingan-kerperntingan sercara nertral, serperrti ia akan 

mermotong serburah kurer sercara nertral ataur jurjurr, jika ia berlurm merngertahuri bagian 

mana yang akan diterrimanya serndiri. Orang yang rasional, dan berlurm merngertahuri 

bagian mana yang akan diterrimanya, terntur akan mermotong kurer sercara sama, yaitur 

serterngah-serterngah. Rawls merngatakan bahwa serorang yang rasional, tanpa 

merngertahuri bagian mana yang akan diterrimanya dari masyarakat, akan mermilih 

 

 

13  Theo Huijbers, Filsafat hukum. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 67. 
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prinsip-prinsip keradilan yang fair (nertral, jurjurr, dan adil). Sermura terori keradilan 

adalah merrurpakan terori terntang cara urnturk mernyaturkan kerperntingan-kerperntingan 

yang berrberda dari serlurrurh warga masyarakat. Serperrti anda kertahuri, mernurrurt konserp 

keradilan urtilitis, cara yang adil mermperrsaturkan kerperntingan-kerperntingan yang 

berrberda, ialah derngan cara serlalur mermperrbersar kerbahagiaan. Permbahasan ini 

mermbawa kersadaran kita bahwa terori keradilan yang kerdura, yaitur terori kadilan dari 

John Rawls, yang dapat dianggap serbagai suratur jawaban terrhadap kritik-kritik yang 

diburat olerh pernerntang dari terori urtilitis. Kita akan merngertahuri bahwa, disaat terori 

urtilitis mernjurmpai kergagalan, maka disaat itur purla, terori Rawls berrhasil. 14 

Mernurrurt Rawls, ada dura prinsip dasar dari keradilan. Prinsip yang perrtama, 

dinamakan prinsip kerberbasan. Prinsip ini mernyatakan bahwa sertiap orang berrhak 

mermpurnyai kerberbasan yang terrbersar, serbersar kerberbasan yang sama bagi sermura 

orang, serpanjang ia tidak mernyakiti orang lain. Tergasnya, mernurrurt prinsip 

kerberbasan ini, sertiap orang harurs diberrikan kerberbasan mermilih, mernjadi perjabat, 

kerberbasan berrbicara dan berrpikir, kerberbasan mermiliki kerkayaan, dan serbagainya. 

Prinsip ini adalah prinsip yang dibernarkan olerh orang-orang yang fair (nertral). 

Tidak ada serorangpurn yang rasional, yang ingin mermbatasi kerberbasan bagi suratur 

kerlompok kalaur ia terlah merngertahuri adanya kersermpatan, yang murngkin 

digurnakannya urnturk mernjadi anggota dari kerlompok terrserburt. Misalnya, tidak 

serorangpurn akan mermilih urnturk tinggal di dalam suratur masyarakat, dimana disitur 

terrdapat perrburdakan, jika ia berrpikir bahwa disitur ada kermurngkinan ia mernjadi 

burdak. Serserorang murngkin mermilih suratur masyarakat yang dermikian, jika ia terlah 

yakin, bahwa ia akan mernjadi orang yang mermiliki burdak. Permisalan ini yang 

 

 

14  Ibid., hlm. 96 
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mernurnjurkkan, merngapa terori Rawls merngherndaki kita urnturk mermbayangkan diri 

kita serndiri dalam keradaan tidak merngertahuri, dalam kerdurdurkan mana kita akan 

berrada dalam suratur masyarakat.15 

Prinsip keradilan kerdura adalah kertidaksamaan sosial dan erkonomi merski diaturr 

serdermikian rurpa serhingga dapat diharapkan mermberri kerurnturngan sermura orang dan 

sermura posisi dan jabatan terrburka bagi sermura orang. Bahwa kertidaksamaan sosial 

dan erkonomi, harurs mernolong serlurrurh masyarakat serrta para perjabat tinggi harurs 

terrburka bagi sermuranya. Tergasnya, kertidaksamaan sosial dan erkonomi, dianggap 

tidak ada kercurali jika kertidaksamaan ini mernolong serlurrurh masyarakat. Maka, 

prinsip keradilan kerdura ini yang akan dibernarkan olerh sermura orang yang fair.16 

Prinsip perrtama yaitur kerberbasan, merncoba mermbagi antara asperk-asperk sisterm 

sosial yang mernderfinisikan dan mernjamin kerberbasan warga nergara dan asperk- 

asperk yang mernurnjurkkan dan merngurkurhkan perrberdaan sosial erkonomi. Serperrti 

kerberbasan warga nergara adalah kerberbasan politik (hak urnturk mermilih dan dipilih 

merndurdurki jabatan purblik) berrsama derngan kerberbasan berrbicara dan berrserrikat; 

kerberbasan berrkeryakinan dan kerberbasan berrpikir, kerberbasan serserorang seriring 

derngan kerberbasan urnturk mermperrtahankan hak milik (perrsonal). Kerberbasan- 

kerberbasan ini olerh prinsip perrtama diharurskan sertara, karerna warga suratur 

masyarakat yang adil mermpurnyai hak-hak yang sama.17 

Prinsip kerdura berrkernaan derngan distribursi perndapatan dan kerkayaan serrta 

derngan dersain organisasi yang mernggurnakan perrberdaan dalam otoritas dan 

 

 

15  Achmad ali., Op.cit.hlm. 282. 
16  Ibid.. 

17  John Rawls., Op.cit., hlm. 72. 
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tanggurngjawab, ataur rantai komando. Sermerntara distribursi perndapatan dan 

kerkayaan tidak perrlur sama, masyarakat yang mernerrapkan derngan mermburat posisi- 

posisinya terrburka bagi sermura orang, serhingga turndurk derngan batasan ini, akan 

merngaturr perrberdaan sosial-erkonomi serdermikian serhingga sermura orang 

diurnturngkan. Bagi terori Rawls, sertiap orang mermpurnyai hak yang sama urnturk kaya, 

burkan hak urnturk mermiliki kerkayaan yang sama. 

Prinsip keradilan inilah yang akan kita pilih, jika berlurm merngertahuri staturs sosial 

kita. Karerna orang-orang akan serlalur berrtindak mernurrurt kerperntingannya serndiri, 

maka kita tidak dapat mermbiarkan serserorang derngan kerperntingan-kerperntingannya 

mermurturskan perrsoalan ataur kasursnya serndiri. Satur-saturnya cara yang dapat kita 

purturskan merngernai keradilan itur, adalah mermbayangkan keradaan dimana kita tidak 

ataur berlurm mermpurnyai kerperntingan-kerperntingan. Dalam keradaan ini tidak ada 

pilihan lain, kercurali mermurturskan derngan jurjurr. Rawls merngermurkakan suratur ider 

dalam burkurnya A Therory of Jursticer bahwa terori keradilan merrurpakan suratur mertoder 

urnturk mermperlajari dan mernghasilkan keradilan. Ada proserdurr-proserdurr berrfikir 

urnturk mernghasilkan keradilan. Terori Rawls didasarkan atas dura prinsip yaitur 

merlihat terntang Erqural Right dan jurga Erconomic Erqurality. 

Pandangan serlanjurtnya merngernai keradailan serbagaimana dikermurkakan olerh 

John Rawls, dia mernyerburtkan bahwa gagasannya merngernai keradilan 

mernggernerralisasi dan merngangkat terori kontrak sosial John Locker, Rossour, dan 

Ermmanurerl Kant, kertingkat abstraksi yang lerbih tinggi.18 Dalam terorinya John 

Rawls berrperndapa bahwa ada dura langkah pernting urnturk terrciptanya keradilan, 

yaitur: 

 

18 John Rawls, A Theory of justice, Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyajarta: Pustaka 
Pelajar, 2006), hlm. 12. 
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“Perrtama, perrlurnya posisi asal, yang mernjadi kondisi awal di mana rasionalitas, 

kerberbasan (frererdom) dan kersamaan hak (erqurality) merrurpakan prinsip-prinsip 

pokok yang diandaikan dianurt dan serkaligurs mernjadi sikap dasar dari sermura pihak 

yang terrkait dalam prosers permilihan prinsip-prinsip keradilan; kerdura, adanya 

konstitursi, urndang-urndang ataur sisterm aturran yang sersurai derngan prinsip keradilan 

yang diserpakati.”19 

Prinsip-prinsip keradilan merrurpakan sermacam kontrak ataur kerserpakatan yang 

diburat olerh pihak-pihak yang berrada dalam posisi asal. Prinsip dasar keradilan 

dimaksurdkan urnturk merlindurngi kermaslahatan urmurm ataur kerperntingan sosial, di 

dalamnya terrmasurk kerberbasan dasar, kersermpatan urnturk merndapatkan kerkurasaan 

dan kerkayaan. (Ther basic principlers of jursticer arer merant to sercurrer gernerralizerd 

wants or primary social goods wich inclurder basic liberrtiers, opporturnity, powerr, and 

minimurm of weralth. 20 Serlanjurtnya Hari Chand merngermurkakan dura prinsip keradilan 

John Rawls serbagai berrikurt: 

“Ther first principler of jursticer, erach perrson is to haver an erqural right to ther most 

erxternsiver total systerm of erqural basic liberrtiers compatibler with a similar systerm of 

liberrty for all. 

Ther scond principler, social erconomic inerquralitiers arer to ber arragerd so that thery arer 

both; (a) to ther greraterst bernerfit of ther lerast advantagerd, consisternt with ther jurst 

savings principler; and (b) attacherd to officers and positions opern to all urnderr 

conditions of fair erqurality of opporturnity. 21 

Rawls berrperndirian bahwa terori keradilan sangat terrkait derngan distribursi 

terrhadap kerbaikan sosial, terrmasurk asperk-asperk kerberbasan tradisional, misalnya 

 

19 Ibid., hlm. 12. 
20 Hari Chand, Modern Jurisprudencr, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hlm. 51. 
21 Ibid., hlm. 52. 
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kerberbasan urnturk berrbicara. (Rawls is concerrnerd with principlers of jursticer in 

rerlation to ther distriburtion of social goods, whicher inclurder traditional aspercts of 

liberrty surch as frererdom of spererch). 22 

John Rawls mernjerlaskan terori keradilan serbagai “ther differrerncer principler dan ther 

principler of fair erqurality of opporturnity.”23 Inti dari ther differrerncer principler, adalah 

bahwa perrberdaan sosial dan erkonomi harurs diaturr agar mermberrikan manfaat yang 

paling bersar bagi merrerka yang paling kurrang berrurnturng. Istilah perrberdaan sosial 

erkonomi dalam prinsip perrberdaan mernurjur pada kertidaksamaan dalam prosperk 

serorang urnturk merndapatkan urnsurr pokok kerserjahterraan, perndapatan, dan otoritas. 

Sermerntara itur, ther principler of fair erqurality of opporturnity mernurnjurkkan pada 

merrerka yang paling kurrang mermpurnyai perlurang urnturk merncapai prosperk 

kerserjahterraan, perndapat dan otoritas, merrerka inilah yang harurs diberri perrlindurngan 

khursurs. 

Mertoder ini berrakar dari terori kontrak social Locker dan Roursseraur dan 

Derontology Kant. Ider dasarnya sangat serderrhana, merski cara kerrja terorinya sangat 

komplerks. Turjuran Rawls adalah mernggurnakan konserp terori kontrak social urnturk 

mermberrikan interrprerstasi proserdurral bagi konserp Kant merngernai pilihan otonom 

serbagai basis prinsip ertika. Prinsip-prinspi bagi keradilan dan filsafat moral 

urmurmnya adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional. 

Rawls merngatakan bahwa sertiap pribadi mermiliki hak yang sertara terrhadap 

sisterm total yang paling luras bagi kerberbasan-kerberbasan dasar yang mirip derngan 

sisterm kerberbasan serrurpa bagi sermuranya. Artinya merrerka akan mermisahkan 

 

 

 

 

 

22 Ian Mcleod, Legal Theory, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 177. 
23 John Rawls, Theory of Justice, (Cambrid Mass: Harvard University, 1971), hlm. 15. 
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kerberbasan manursiawi dasar kita dan merlindurnginya terrhadap permbagian apapurn 

yang tidak sertara. 

Tidak ada perrturkaran kerberbasan ataur kerserjahterraan merrerka derngan 

kerserjahterraan orang lain yang diperrbolerhkan. Kerberbasan dasar harurs di 

distribursikan sertara dan tidak bolerh dikorbankan dermi perncapaian erkonomi. Jika 

pernghasilan dan staturs social, kerkurasaan dan privilerser, terrdistribursikan tidak sertara, 

maka distirbursi tidak sertara diperrbolerhkan hanya jika mernjadikan kondisi pihak 

yang kurrang berrurnturng lerbih baik dari kondisi serberlurmnya. 

8. Keradilan mernurrurt Aristoterlers 

Aristoterlers mermberdakan adanya dura macam keradilan yatiur Jurstitia distriburtiva 

dan Jurstitia Commurtativa. Keradilan distriburtif apabila sertiap orang merndapatkan 

hak ataur jatahnya sercara proporsional (to erach his own). Jatah ini tidak sama urnturk 

sertiap orangnya terrganturng pada kerkayaan, kerlahiran, perndidikan, kermampuran dan 

serbaginya, sifanya adalah operrasional. Adil dalam hal ini adalah apabila sertiap 

orang merndapatkan hak ataur jatahnya sercara proporsional.24 Jurstitia distriburtiver 

adalah merrurpakan turgas permerrinah terrhadap warga nergaranya, mernernturkan apa 

yang diturnturt olerh masyarakat dan ini merrurpakan turgas permerrintah terrhadap 

warganya, mernernturkan apa yang dapat diturnturt olerh warga masyarakat, ini 

merrurpakan kerwajiban permbernturk urndang-urndang urnturk diperrhatiakan dalam sertiap 

mernyursurn urndang-urndang. 

Jurstitia commurtativa merrurpakan permberrian bagian kerpada sertiap orang sama 

banyaknya. Di sini yang diturnturt adalah kersamaan, adil disini apabila sertiap orang 

merndapat perrlakuran yang sama tanpa mermandang kerdurdurkan dan pangkat. Jurstitia 

 

24 Aristoteles, Nicomacehen Ethic,Terjemahan Terence Erwin. (Indianapolis: Hacket Publising, 1985, 
hlm 77. Dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,(Yogyakara: Liberty, 2003), hlm. 73. 
Lihat pula The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Super 1977), hlm. 24. 
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commurtativa merrurpakan urrursan yurdicativer (Hakim), Hakim mermperrhatikan 

hurburngsan perrserorangan pada kerdurdurkan yang sama tanpa mermberda-berdakannya 

(erqurality berforer ther law), serdangkan Jurstitia distriburtiver itur sifatnya proporsional, 

yang merrurpakan urrursan lergislativer (permburat urndang-urndang DPR), serdangkan 

jurstitia commurtativer sifatnya murtlak karerna merngkerderpankan kersamaan.25 

Terrpernting dari ajaran aliran ini adalah bahwa keradilan harurs dipahami serbagai 

kersamaan, yang dibagi dalam kersamaan nurmerric dan kersamaan proporsional. 

Kersamaan Nurmerric mermperrsamakan sertiap manursia serbagai satur urnit, maksurdnya 

adalah bahwa sermura warga Nergara adalah sama kerdurdurkannya di mata hurkurm. 

Kersamaaan proporsional mermberri sertiap orang apa yang mernjadi haknya sersurai 

derngan kermampurannya, prerstasinya dan serbaginya. 

9. Terori Keradilan Rerstoratif 

 

Keradilan rerstoratif ditawarkan serbagai suratur pernderkatan yang dianggap dapat 

mermernurhi turnturtan saat ini. Pernderkatan keradilan rerstoratif diasurmsikan serbagai 

perrgerserran paling murtakhir dari berrbagai moderl dan merkanismer yang berkerrja 

dalam systerm perradilan pidana saat ini. PBB merlaluri basic principler yang terlah 

digariskannya mernilai bahwa pernderkatan keradilan rerstoratif adalah pernderkatan 

yang dapat dipakai dalam systerm perradilan pidana yang rasional. Pernderkatan 

keradilan rerstoratif merrurpakan paradigma yang dapat dipakai serbagai bingkai dari 

stratergi pernanganan perrkara pidana yang berrturjuran mernjawab kertidakpurasan atas 

berkerrjanya systerm perradilan pidana yang ada saat ini. 

Keradilan rerstoratif adalah serburah konserp permikiran yang merrerspon 

perngermbangan systerm perradilan pidana derngan mernitikberratkan pada kerburturhan 

perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa terrsisihkan derngan merkanismer yang 

 

25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum…, Op.Cit., hlm. 74 
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berkerrja pada systerm perradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keradilan 

rerstoratif jurga merrurpakan suratur kerrangka berrfikir yang barur yang dapat digurnakan 

dalam merrerspon suratur tindak pidana bagi pernergak dan para perkerrja hurkurm.26 

Dignan merngatakan bahwa: 

“rerstoratif jursticer is a nerw framerwork for rersponding to wrongdoing and conflict 

that is rapidly gaining accerptancer and surpport by erdurcational, lergal, social work, 

and cournserling proferssionals and commurnity grourps. Rerstoratif jursticer is a valurerd 

baserd approach to rersponding to wrongdoing and conflict, with a balancerd focurs 

on ther perrson harmerd, ther perrson caursing ther harm, and ther affercterd commurnity.27 

 

 

 

Mark Urmbrerit merngatakan bahwa: 

 

“rerstoratif jursticer providers a verry differrernt framerwork for urnderrstanding and 

rersponding to crimer. Crimer is urnderrstood as harm to individurals and commurnitiers, 

ratherr than simply a violation of abstract laws against ther stater. Thoser most direrctly 

affercterd by crimer victims, commurnity mermberrs and offernderrs, arer therrerforer 

erncourragerd to play an activer roler ini ther jursticer procerss. Ratherr than ther currrernt 

focurs on offernder purnishmernt, rerstoration of ther ermotional and materrial lossers 

rersurlting from crimer is far morer important.28 

 

 

Howard Zerhr merngatakan bahwa: 

“vierwerd throurgh a rerstoratif jursticer lerns, “crimer is a violation of peropler and 

rerlationships. It creraters obligations to maker things right. Jursticer involvers ther victim, 

 

 

26 Eva Achjani Zulva.at.all, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: 2011), hlm. 64. 
27 Ibid. hlm. 65. 
28 Ibid.. 



30 Ibid. hlm. 67. 
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ther offernderr and ther commurnity in a serarch for solurtions wich promoter rerpair 

rerconciliation and rerassurrancer.29 

 

 

Berberrapa pakar merngatakan bahwa prinsip keradilan rerstoratif jursticer serbernarnya 

merrurpakan prinsip kurno yang kermurdian diadopsi mernjadi serburah permikiran 

barur/paradigma yang dianggap barur. Hookerr mernggambarkan urnsurr-urnsurr urniverrsal 

yang mernjadi dasar hurkurm adat serrta sistermnya serbagai berrikurt: 

a)  Ther distriburtion of obligation is oftern a furnction of an actural or purtativer 

gerneralogical rerlationship. 

b) Ther commurnity wertherr derfinerd on a gerneralogical or a terrritorial basis, almost 

alwas has a graterr right overr land distriburtion than ther individural posserssor or 

occurpiers. 

c) Ther institurtion of tolong mernolong and gotong royong erxermplify ther individural’s 

surbjerction to a common sert ther obligations 

d) …all ther adats psit ther prerserrvation of harmony bertwerern ther commurnity and 

naturrer.30 

Urnsurr urtama dari keradilan rersotratif yaitur kerrerlaan dan partisipasi dari korban, 

perlakur dan masyarakat dalam merlakurkan perrbaikan atas tindak pidana yang terrjadi 

jurga merrurpakan ciri dari hurkurm adat. 

Prinsip dasar terntang keradilan rerstoratif burkan hanya berrakar dari kitab-kitab 

hurkurm kurno. Berberrapa sarjana merngurlas konserp dasar agama serbagai surmberr dari 

konserp keradilan rersotaritf. Hadlery’s mernyatakan bahwa landasan filosofis, doktrin, 

tradisi dan perngalaman prakterk pernerrapan pernderkatan keradilan rerstoratif terlah lama 

 

 

29 Ibid. hlm. 66. 



31 Ibid. hlm. 73. 
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ada dan diberrlakurkan olerh urmat Hindur, Burdha, Islam, Yahurdi, Sikh, Tao, ataur 

Kristern. Konserp hurkurm Islam mermurngkinkan perngurbahan hurkurman terrhadap 

serorang perlakur tindak pidana (dalam hal ini permburnurhan) bila perrdamaian dan 

permaafan dari ahli waris. Dalam pandangan Kristern, keradilan dan kerbernaran dalam 

Injil perrjanjian lama merrurpakan terrminology yang tak terrpisahkan satur derngan yang 

lain, sama halnya derngan istilah damai, maaf dan cinta kasih yang merrurpakan inti 

dari ajaran kristiani. 

Di India ajaran Gandhi banyak mernginspirasi kerhidurpan masyarakat, keradilan 

rerstoratif dianggap serbagai suratur bagian yang terlah lama diperrkernalkan olerh Gandhi 

yang ajarannya berrbasis pada pernerntangan terrhadap kerkerrasan. Ajaran swadersi 

misalnya tidak hanya merrurpakan propaganda serderrhana “ber indian, bury indian”, 

akan tertapi bagaimana mernghargai lingkurngan dan masyarakat serkitar. Terorinya 

“erverr erxpanding concerntric oceranic circler” diterrjermahkan serbagai berrikurt bahwa 

individurallah pursat dari sergala sersuratur yang terrjadi dalam masyarakat dan 

berrtangurngjawab purla terrhadap sertiap hal yang terrjadi. Dalam hal ini rerlasi antara 

individur masyarakat dan Nergara amat terrganturng dari asal murasalnya yaitur 

individur. Karernanya permercahan sertiap masalah akan lerbih baik bila dimurlai dari 

lingkaran terrkercil yang paling derkat derngan pursat yaitur permerrintahan terrkercil. 

Pernguratan atas intitursi lokal mernjadi pernting dalam pandangan Gandhi.31 

B. Tinjauan Tentang Kegiatan Pertambangan Batubara 

1. Perngerrtian Konsersi 

Konsersi adalah permberrian hak, izin, ataur tanah olerh permerrintah, perrursahaan, 

individur, ataur erntitas lergal lain. Konsersi antara lain diterrapkan pada permburkaan 
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tambang minerrba dan pernerbangan hurtan. Moderl konsersi urmurm diterrapkan pada 

kermitraan permerrintah swasta (KPS) ataur kontrak bagi hasil. Mernurrurt Urndang- 

Urndang No. 30 tahurn 2014 konsersi adalah Kerpurtursan Perjabat Permerrintahan yang 

berrwernang serbagai wurjurd perrserturjuran dari kerserpakatan Badan dan/ataur Perjabat 

Permerrintahan derngan serlain Badan dan/ataur Perjabat Permerrintahan dalam 

perngerlolaan surmberr daya minerral/minerrba ataur surmberr daya alam dan perngerlolaan 

lainnya sersurai derngan kerternturan perraturran perrurndang-urndangan Nomor 3 Tahurn 

2020 terntang perrurbahan atas UrUr Nomor 4 Tahurn 2009 terntang Perrtambangan 

Minerral dan Baturbara/Minerrba yang mermperrolerh hak perngerlolaan/konsersi yang 

dimana dalam hal ini perlaksanaan perngursahaan perrtambangan baturbara harurs 

berrada dalam perngawasan Permerrintah urnturk mermastikan hak dan kerwajiban 

perrursahaan yang terrcanturm dalam Izin Ursaha Perrtambangan (IUrP), Izin Ursaha 

Perrtambangan Khursurs (IUrPK) dan Izin Perrtambangan Rakyat (IPR) terlah 

dilaksanakan derngan baik. Derngan dermikian, jerlas bahwa izin perrtambangan yang 

dianurt olerh UrUr Nomor 3 Tahurn 2020 terntang perrurbahan atas UrUr Nomor 4 Tahurn 

2009 terntang Perrtambangan Minerral dan Baturbara/Minerrba pada dasarnya 

merrurpakan hak perngerlolaan/konsersi, burkan izin purblik biasa (verrgurnning), dan 

nomernklaturr. Istilah ini biasa digurnakan dalam politik hurkurm perrtambangan di 

Indonersia. 

2. Perngerrtian Izin Ursaha Perrtambangan Baturbara 

 

Izin ursaha perrtambangan terrdapat dalam Urndang-Urndang Nomor 3 Tahurn 2020 

terntang perrurbahan atas Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 2009 terntang 

Perrtambangan Minerral dan Baturbara. Pada dasarnya izin dalam perlaksanaan ursaha 

perrtambangan, perlaksanaannya harurs merndapat izin terrlerbih dahurlur.32 Izin ursaha 

 

32 Redi Ahmad, Hukum Pertambangan, (Jakarta, Gramata: 2014). 
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Perrtambangan baturbara mermang mernjadi point urtama dalam pernurlisan ini, yang 

dimana perngerrtian ini merrurjurk pada Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 2009 yang 

serkarang surdah diperrbaharuri mernjadi Urndang-Urndang Nomor 3 Tahurn 2020 

terntang Perrtambangan Minerral dan Baturbara dan dalam pasal 1 terntang Izin Ursaha 

Perrtambangan (IUrP) adalah izin urnturk merlaksanakan Ursaha Perrtambangan. Dalam 

Pasal 1 angka 6 ursaha perrtambangan adalah kergiatan dalam rangka perngurasaan 

minerral ataur baturbara yang merlipurti tahapan kergiatan pernyerlidikan, erksplorasi, 

sturdi kerlayakan, kontrurksi, pernambangan, perngerlolaan/produrksi, permurrnian, 

perngangkurtan dan pernjuralan serrta rerklamasi pasca tambang. Sercara urturh perngerrtian 

Izin Ursaha Perrtambangan adalah izin urnturk merlaksanakan kergiatan dalam rangka 

perngursahaan minerral ataurpurn baturbara yang merlipurti tahap kergiatan pernyerlidikan 

urmurm urnturk merngertahuri kondisi gerologi rergional dan indikasi adanya minerralisasi, 

erksplorasi adalah kergiatan urnturk mermperrolerh informasi sercara lerngkap, terliti 

terntang lokasi, bernturk, dimernsi, serbaran, kuralitas dan surmberr daya terrurkurr dari 

bahan galian serrta informasi merngernai lingkurngan sosial dan lingkurngan hidurp, 

sturdi kerlayakan adalah kergiatan urnturk mermperrolerh informasi sercara rinci serlurrurh 

asperk yang berrkaitan urnturk mernernturkan sturdi kerlayakan erkonomis dan terknis ursaha 

perrtambangan, terrmasurk analisis merngernai dampak lingkurngan serrta perrerncanaan 

pasca tambang, konstrurksi adalah kergiatan perrtambangan yang merncakurp serlurrurh 

fasilitas operrasi produrksi, terrmasurk perngerndalian dampak lingkurngan, 

pernambangan adalah kergiatan mermprodurksi minerral dan/ataur baturbara, perngolahan 

dan permurrnian adalah kergiatan urnturk merningkatkan murtur minerral dan/ataur 

baturbara serrta mermanfaatkan dan mermperrolerh minerral ikurtannya, perngankurtan dan 

pernjuralan adalah kergiatan mermindahkan hasil tambang minerral dan/ataur mernjural 

hasil terrserburt, serrta pasca tambang/rerklamasi yaitur kergiatan terrerncana dan 
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sistermatis, serrta berrlanjurt serterlah akhir ataur serbagian kergiatan ursaha perrtambangan 

urnturk mermurlihkan furngsi lingkurngan alam dan furngsi sosial mernurrurt kondisi lokal 

serlurrurh wilayah pernambangan. 

 

 

3. Tahapan Indurstri Perrtambangan 

 

Dalam Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 3 Tahurn 2020 terntang 

perrurbahan atas Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 4 Tahurn 2009 terntang 

Perrtambangan Minerral dan Baturbara, perrtambangan adalah serbagian ataur serlurrurh 

tahapan kergiatan dalam rangka perngerlolaan dan perngursahaan minerral dan baturbara 

yang merlipurti pernyerlidikan urmurm, erksplorasi, sturdi kerlayakan, operrasi produrksi, 

kontrurksi, pernambangan, perngolahan dan permurrnian, perngangkurtan, pernjuralan, 

rerklamasi dan kergiatan pascatambang. Dalam hal ini maksurd dari tahapan-tahapan 

prosers perrtambangan, yaitur : 

1. Pernyerlidikan Urmurm adalah tahapan kergiatan Perrtambangan urnturk merngertahuri 

kondisi gerologi rergional dan indikasi adanya minerralisasi. 

2. Erksplorasi adalah tahapan kergiatan Ursaha Perrtambangan urnturkmermperrolerh 

informasi sercara terrperrinci dan terliti terntang lokasi, bernturk, dimernsi, serbaran, 

kuralitas dan surmberr daya terrurkurr dari bahan galian, serrta informasi merngernai 

lingkurngan sosial dan lingkurngan hidurp. 

3. Sturdi Kerlayakan adalah tahapan kergiatan Ursaha Perrtambangan urnturk 

mermperrolerh informasi sercara rinci serlurrurh asperk yang berrkaitan urnturk 

mernernturkan kerlayakan erkonomis dan terknis Ursaha Perrtambangan, terrmasurk 

analisis merngernai dampak lingkurngan serrta perrerncanaan pascatambang. 

4. Operrasi Produrksi adaiah tahapan kergiatan Ursaha Perrtambangan yang merlipurti 

konstrurksi, pernambangan, perngolahan danf ataur permurrnian ataur perngermbangan 
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dan/ataur permanfaatan, terrmasurk perngangkurtan dan pernjuralan, serrta sarana 

perngerndalian dampak lingkurngan sersurai derngan hasil sturdi kerlayakan. 

5. Konstrurksi adaiah kergiatan Ursaha Perrtambangan urnturk merlakurkan permbangurnan 

serlurrurh fasilitas operrasi produrksi, terrmasurk perngerndalian dampak lingkurngan. 

6. Pernambangan adalah kergiatan urnturk mermprodurksi Minerral dan/ataur Baturbara 

dan Minerral ikurtannya. 

7. Perngolahan adalah urpaya merningkatkan murtur komoditas tambang Minerral urnturk 

mernghasilkan produrk derngan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berrurbah dari sifat 

komoditas tambang asal urnturk dilakurkan permurrnian ataur mernjadi bahan bakur 

indurstri. 

8. Permurrnian adalah urpaya urnturk merningkatkan murtur komoditas tambang Minerral 

merlaiuri prosers fisika maurpurn kimia serrta prosers perningkatan kermurrnian ierbih 

lanjurt urnturk mernghasilkan produrk derngan sifat fisik dan kimia yang berrberda dari 

komoditas tambang asal sampai derngan produrk logam serbagai bahan bakur 

indurstri. 

9. Perngangkurtan adalah kergiatan Ursaha Perrtambangan urnturk mermindahkan Minerral 

dan/ataur Baturbara dari daerrah tambang dan/ataur termpat Perngolahan dan/ataur 

Permurrnian sampai termpat pernyerrahan. 

10. Pernjuralan adalah kergiatan Ursaha Perrtambangan urnturk mernjural hasil 

Perrtambangan Minerral ataur Baturbara. 

11. Rerklamasi adalah kergiatan yang dilakurkan serpanjang tahapan Ursaha 

Perrtambangan urnturk mernata, mermurlihkan, dan mermperrbaiki kuralitas lingkurngan 

dan erkosisterm agar dapat berrfurngsi kermbali sersurai perrurnturkannya. 

12. Kergiatan Pascatambang, yang serlanjurtnya diserburt Pascatambang, adalah kergiatan 

terrerncana, sistermatis, dan berrlanjurt serterlah serbagian ataur serlurrurh kergiatan Ursaha 
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Perrtambangan urnturk mermurlihkan furngsi lingkurngan alam dan furngsi sosial 

mernurrurt kondisi lokal di serlurrurh wilayah Pernambangan. 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

1. Profil PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) 

 

Perseroan Terbatas ( PT ) Bangun Banua Kalimantan Selatan didirikan 

berdasarkan Akta Notaris Muhammad Faried Zain, S.H., M.H. Nomor 50 tanggal 

26 Mei 2014 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

: AHU-11787.40.10.2014 tanggal 5 Juni 2014. Sebelumnya bentuk perusahaan ini 

adalah Perusahaan Daerah (PD) dengan nama PD. Bangun Banua Kalimantan 

Selatan yang dibentuk dan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan No. 07 Tahun 1986 tanggal 17 Juni 1986, dan merupakan 

penggabungan PD. Tanah dan Bangunan, PD. Pengangkutan Sungai dan Dok, serta 

Badan Pembina alat – alat besar. Setelah 21 tahun kemudian yaitu pada tahun 2007, 

Peraturan Daerah No. 07 tahun 1986 diganti dan diperbaharui dengan Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2007, dengan bidang – bidang usaha yang bergerak pada 

bidang usaha : Pertambangan dan Energi, Perhotelan, Pertanahan, Pertanian Umum, 

Perdagangan, Industri dan Jasa Lainnya serta Property. 

PT. Bangun Banua Persada Kalimantan salah satu anak perusahaan PT. Bangun 

Banua Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang 

memperoleh Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang 

terletak di Desa Telaga Bardan Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, 

Kabupaten Banjar serta desa Hatungun, Desa Tarungin dan Desa Asam Rendah, 

Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara 

54dministrative lokasi kegiatan pertambangan batubara dengan nomor KP 

eksploitasi PKP2B KW 98STBCB4 seluas 6.960 Ha secara geografis terletak pada 
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115o 06’ 32” BT sampai 115o 13’ 37” BT dan 3o 01’ 56” sampai 3o 10’ 21” LS. 

Penambangan batubara PT. Bangun Banua Persada Kalimantan menggunakan 

metode tambang terbuka yang dilakukan oleh satu kontraktor yaitu PT. Karya Inti 

Terang dengan sub kontraktor PT. Ade Karya Bersama, PT. Megah Karya, PT 

Tarungin Membangun dan PT. Satui Tarungin Bersama dan menggunakan alat 

muat gali dan alat angkut serta CV. Yusrina Borneo Quantum sebagai sub 

kontraktor pelaksana kegiatan peledakan. 

Gambar 3.1 Peta lokasi PT. BBPK 
 

 

 

2. Profil Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan 

 

Dalam situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1950-an, berpengaruh besar 

terhadap organisasi militer yang kemudian melahirkan kekacauan-kekacuan 

nasional. Beberapa kelompok separatis bersenjata muncul di mana-mana. Saat 

itulah satuan-satuan Mobrig yang setia kepada Republik ini secara aktif turut 

melakukan penumpasan dan pengamanan diberbagai daerah di tanah air. Dari 

rangkaian sejarah ini, terbentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Pengabdian 

Mobrig dalam melaksanakan tugas Negara tidak pernah surut. Pada tahun 1953 di 
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Kalimantan Selatan, satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan Surabaya dikerahkan 

untuk memadamkan pemberontakan rakyat pimpinan Letnan Dua Ibnu Hajar, 

Komandan Pasukan Pengempur Divisi IV ALRI di Kalimantan Selatan. Satuan 

Mobrig yang berasal dari kesatuan Surabaya itulah yang menjadi cikal bakal 

berdirinya Polda Kalimantan Selatan. Kekecewaan yang berulang-ulang telah 

membuat Ibnu Hajar pada bulan Oktober 1950 di Kalimantan Selatan membentuk 

Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) dan menyatakan gerakannya sebagai 

bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dengan wilayah pergerakannya di daerah 

Hulu Sungai sepanjang kawasan pegunungan Maratus pada wilayah Kalimantan 

Selatan. Selain kelompok Ibnu Hajar, ada juga kelompok yang dikenal dengan nama 

Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS), pimpinan Christian Simbar di 

daerah sepanjang perairan Sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah. Gerakan 

Ibnu Hajar dengan KRyTnya dalam aksinya menggunakan taktik perang gerilya. 

Aktivitas aksinya semakin meluas ke wilayah-wilayah Barabai, Birayang, 

Batumandi, Paringin, Kelua dan Kandangan. Selain melalui kekuatan bersenjata 

dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah pusat juga 

menggunakan pendekatan melalui tokoh-tokoh kharismatik lokal seperti Hasan 

Basery (mantan komandannyaIbnu Hajar) dan Idham Khalid seorang politikus dari 

Nahdiatul Ulama (NU) untuk membujuk Ibnu Hajar dan KRyTnya agar meletakan 

senjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Awalnya Ibnu Hajar bersedia untuk 

menyerahkan diri namun setelah menyerahkan diri, Ibnu Hajar akhirnya melarikan 

diri dan melakukan pemberontakan kembal. Selanjutnya pemerintah melakukan 

tindakan yang tegas sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh 

anggota gerombolannya tertangkap. Ibnu Hajar sendiri akhirnya dihukum mati pada 

juii tahun 1963. Selama mengatasi pemberontakan Ibnu Hajar dan Simbar, berbagai 
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peristiwa heroik terjadi. Salah satunya adalah peristiwa tragis dan mengharukan 

bagi Bhanyangkari Polda Kalsel. Pada tanggal 28 September 1953 Mathilda 

Batlayeri, seorang Bhayangkari gugur bersama-sama ketiga anak dan janin dalam 

kandungannya pada saat membantu mempertahankan Pos/Asrama Polisi yang 

diserang oleh gerombolan KRyT. Secara formal, bersamaan datangnya pasukan 

Mobrig, Kepolisian Kalimantan pada 1953 terbentuk dan berkedudukan pertama di 

Banjarmasi. Pada awalnya Polda Kalsel dikenal dengan sebutan Kepolisian 

Keresidenan Kalimantan, dimana pada saat itu Keresidenan Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Tengah menjadi satu berkedudukan di Banjarmasin. Baru pada 23 Mei 

1957, Keresidenan Kalimantan Tengah resmi berdiri sendiri menjadi Provinsi 

dengan Ibukota Palangkaraya. Namun Kepolisian Kalimantan masih mencakup 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan SK Perdana Menteri RI, 

tanggal 12 Januari 1959, sebutan untuk Kepolisian di Kalimantan yang semula 

Kepolisian Provinsi (KPPPROP) Kalimantan, berubah menjadi Kepolisian 

Komisariat (KPKOM). 

Sementara itu sebutan untuk Kepolisian Resort disingkat KPPRES, dimana 

pada waktu itu KPKOM Kalsel membawahi 7 KPPRES. Dan berdasarkan 

Keputusan Presiden RI tertanggal 12 April 1962, nama Kepolisian Negara kembali 

berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Menyusul perubahan 

tersebut, maka sebutan Kepala Kepolisian Negara (yang sekarang disebut Kapolri) 

berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia 

disingkat Menpangak. Maka sejak itu juga sebutan Markas Besar AKRI disingkat 

MARAK. Sebutan untuk Kepolidian di tingkat Provinsi menjadi Komando Daerah 

Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK. Di tingkat Kabupaten di sebut 

Komando Resort Kepolisian  disingkat KOMRES, ditingkat Kecamatan disebut 
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Komando Dsitrik atau KOMDIS. Sedangkan untuk pimpinan Kepolisian di tingkat 

KOMDAK adalah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat 

Pangdak, di tingkat KOMRES adalah Komandan Resort (Danres) dan di tingkat 

KOMSEK yaitu Dansek atau Dandis. Sejak itulah Komdak XIII/Kalsel terbentuk. 

Pada tahun 1962 terjadi musibah kebaaran yang menimpa Markas Komdak 

XIII/Kalsel dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Pada bulan Juli 

1963, Ibnu Khajar dan pengikutnya meyerahkan diri di Desa Ambulun Hulu Sungai 

Selatan. Pada tahun yang sama juga, berdirilah lembaga pendidikan di Banjarbaru 

yang waktu itu bernama Sekolah Angkatan Kepolisian disingkat SAK (sekarang 

SPN). berdasarkan Surat Keputusan Mehankam/Pangab, pada tahun 1974 

dilakukan likuidasi antara Komdak XIII/Kalsel dengan Komdak 

XII/Kaltengmenjadi satu komando dengan sebutan KOMDAK XIII/KALRA 

(Kalimantan Tenggara) dengan Brigjen Pol. Drs. R. Hardono sebagai Kadapol 

XIII/Kalra yang pertama. Komdak XIII/Kalrayang berstatus tipe B itu membawahi 

16 Komres dan 129 Komsek. Sebutan Polda Kalselteng dimulai sejak reorganisasi 

Polri di tahun 1984. Keudian berdasarkan Surat Keputusan Pangab nomor : 

Kep/11/X/1992 tanggal 5 Otober 1992, terjadi likuidasi Polda Kaselteng menjadi 

Polda Kalsel dan Polda Kalteng yang realisasinya dilaksanakan pada penghujung 

tahun anggaran 1994/1995. Pemisahan ini ditandai dengan penyerahan Pataka 

“TUNGGAL DHARMA VISUDA” untuk Polda Kalsel dan Pataka 

“MANUNGGAL DHARMA CARYA JAYA” untuk Polda Kalteng. Namun 

dampaknya adalah status Polda Kalsel yang sebelumnya type “B” dipimpin oleh 

seorang Brigjen, sejak likuidasi tersebut turun menjadi type “C” dan dipimpin oleh 

seorang Kolonel. Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan keputusan 

Menhankam pada bulan Oktober 1999, dikukuhkan pada tanggal 19 Oktober 1999 
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status Polda Kalsel ditingkatkan kembali menjadi type “B” bersama-sama dengan 

Polda Kalbar, DIY, Sulut, Bali, Aceh, Riau, Jambi, NTT dan Maluku. 

Seiring naiknya status maka dengan sendirinya Polda Kalsel kembali dipimpin 

oleh seorang polisi berpangat Brigjen Pol hingga sekarang. Perubahan status Polda 

Kalsel dan Polda-Polda lainnya sangat berkaitan dengan tuntutan reformasi di 

dalam tubuh Polri berkenaan dengan pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 

April 1999 yang menginginkan kinerja Polri khususnya Polda Kalsel menjadi lebih 

mandiri dan proaktif. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang saat itu dengan 

Kapolda Irjen Pol Drs. Rachmat Mulyana, S.H. resmi menyandang Polda Tipe A 

pada tanggal 24 Mei 2018. Kenaikan Tipe Polda Kalsel diresmikan langsung oleh 

Wakapolri Komjen Pol Drs. Syafruddin Kambo, M.SI. yang bertempat di Mako 

Satbrimob Polda Kalsel. Kenaikan tipologi mengacu surat keputusan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, Nomor Kep/675/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 

tentang Peningkatan Tipe Polda Kalimantan Selatan dari tipe B menjadi Tipe A. 

Polda Kalimantan Selatan juga memiliki kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan 

Selatan yang dimana Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya 

disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas 

pokok   dalam   bidang   Reserse   Kriminal   Khusus   pada 

tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Tugas dari Ditreskrimsus Polda 

Kalimantan Selatan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2010, yaitu : 

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. 
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2. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi 

penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana 

ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda; 

b. penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

c. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta 

administrasi penyidikan oleh PPNS; 

d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan 

Polda; dan 

e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 
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B. Kasus Posisi 

 

Pada bab irnir jernirs pernerlirtiran yang dirgunakan olerh pernulirs adalah yurirdirs 

sosirologirs yang merngkajir merngernair kerterntuan hukum yang berrlaku serrta yang 

terrjadir dalam kernyataan dir masyarakat. Pernulirs mernggunakan jernirs pernerlirtiran irnir 

karerna dalam pernerlirtiran irnir merngkajir terntang gantir rugir lahan perrtambangan 

wirlayah konsersir mirlirk PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan derngan luas tanah 

6.960 Ha yang berrada dir Kabupatern Banjar dan Kabupatern Tapirn yang dirgunakan 

tanpa irzirn olerh PT. Bara Jaya Nusantara serlaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya 

untuk usaha perrtambangan batubara dan juga wirlayah PT. Bangun Banua Perrsada 

Kalirmantan berrbatasan langsung derngan PT. Tanjung Alam Jaya. 

Pernerlirtiran irnir juga merngkajir kerndala yang dirhadapir olerh PT. Bangun Banua 

Perrsada Kalirmantan dalam prosers gantir rugir lahan perrtambangan batubara yang 

dirgunakan tanpa irzirn olerh PT. Bara Jaya Nusantara serlaku kontraktor PT. Tanjung 

Alam Jaya. Kermudiran dalam bab irnir juga akan mermaparkan data-data darir 

obserrvasir yang terlah dirlakukan derngan analirsirsnya berrdasarkan hasirl obserrvasir, 

dokumerntasir, dan wawancara yang terlah dirlakukan untuk merndapatkan gambaran 

dan jawaban terntang perrmasalahan yang dirterlirtir. Dalam pernerlirtiran irnir pernulirs 

merlakukan wawancara kerpada rerspondern sercara formal dan irnformal. Dalam 

Wawancara kerpada rerspondern sercara kerserluruhan berrirsir terntang perrtanyaan- 

perrtanyaan yang terlah dirsusun olerh pernulirs untuk merndapatkan berberrapa fakta 

dirlapangan sercara spersirfirk dan juga merlakukan wawancara sercara irnformal yang 

mana wawancara terrserbut berrirsirkan wawancara yang berrsirfat perrcakapan yang 

tirdak rersmir. Perrtanyaan yang dirajukan dirlakukan sercara spontan untuk 

merndapatkan serbuah jawaban yang lerbirh merndalam dan lerbirh jujur merngernair 

perrsoalan merngernair gantir rugir wirlayah konsersir PT. Bangun Banua Perrsada 
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Kalirmantan yang dirgunakan tanpa irzirn olerh PT. Bara Jaya Nusantara serlaku 

kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya. Pernerlirtiran irnir dirlakukan derngan 

mernggambarkan undang-undang yang berrlaku dan dirkairtkan derngan terorir-terorir 

hukum dan praktirk perlaksanaan hukum posirtirf yang mernyangkut perrmasalahan 

yang ada dir dalam pernerlirtiran. Objerk yang dirterlirtir merlaluir data atau samperl yang 

terlah terrkumpul serbagairmana adanya. 

1.  Bagan Kronologi kasus 

 
Bagan 1.1 Bagan Kronologi 

 

 

 

3. Pertanggungjawaban PT. Tanjung Alam Jaya Atas di Lakukannya Pelanggaran 

Kegiatan Penambangan Tanpa Izin Oleh PT. Bara Jaya Nusantara Selaku 

Kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya di Wilayah Konsesi PT. Bangun Banua 

Persada Kalimantan 

1. Analisis Pelanggaran Yang di Lakukan PT. Bara Jaya Nusantara Selaku 

Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. 

Bahwa hasirl wawancara darir Bapak Irmmanuerl serlaku Dirrerktur darir PT. Bangun 

Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) pada tanggal 27 Junir 2023 tirm lapangan 

merlakukan perngawasan dir perrbatasan konsersir PT. Bangun Banua Perrsada 

Kalirmantan (PT. BBPK) derngan PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) derngan 

mernggunakan UAV Droner dan terrnyata serterlah dirterlirtir ada kergiratan pernambangan 

dir atas lahan konsersir PT, serhirngga merlanggar Pasal 158 Undang-Undang Rerpublirk 

Irndonersira No. 3 Tahun 2020 terntang perrubahan atas Undang-Undang Rerpublirk 

Irndonersira No. 4 Tahun 2009 terntang Perrtambangan Mirnerrba yang pada irntirnyaa 

mernyatakan sirapapun yang merlakukan pernambangan tanpa irzirn serbagairmana 

terrdapat pada pasal 35 dapat dir pirdana serlama 5 tahun dan dernda maksirmal serratus 

mirliryar rupirah. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK). 33Pada tanggal 5 

Julir 2023 tirm lapangan PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) 

Kermbalir merlakukan perngawasan dir lokasir terrserbut dan masirh terrdapat kergiratan 

pernambangan. Pada tanggal 7 Julir 2023 Kerpala Terknirk Tambang PT. Bangun 

Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) terlah merlaporkan sercara lirsan kerpada 

Kerpala Terknirk Tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ). Pada tanggal 11 Julir 

2023 manajermern PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) terlah 

merngirrirm surat kerpada Dirrerktur PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) perrirhal 

permberrirtahuan aktirvirtas pernambangan dir perrbatasan. Pada tanggal 13 Julir 2023 tirm 

lapangan PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) Kermbalir merlakukan 

perngawasan sercara virsual dan terrnyata masirh ada kergiratan pernambangan terrserbut 

yang dirlakukan olerh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) serlaku kontraktor PT. 

 

33 Wawancara dengan Immanuel. Direktur PT. BBPK. 10 Mei 2024 
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Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ).34 Serlanjutnya Langkah yang dirambirl olerh pirhak PT. 

Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) adalah derngan merlaporkan 

kerjadiran terrserbut ker Dirtrerskrirmsus Polda Kalserl. Serhirngga pada kasus terrserbut tirdak 

sersuair derngan Pasal 158 Undang-Undang Rerpublirk Irndonersira No. 3 Tahun 2020 

terntang perrubahan atas Undang-Undang Rerpublirk Irndonersira No. 4 Tahun 2009 

terntang Perrtambangan Mirnerrba35. Serbagairmana terrdapat pada pasal 35 Undang- 

Undang Rerpublirk Irndonersira No. 3 Tahun 2020 terntang perrubahan atas Undang- 

Undang Rerpublirk Irndonersira No. 4 Tahun 2009 terntang Perrtambangan Mirnerrba 

mernyatakan bahwa Perrtambangan dirlaksanakan berrdasarkan irzirn berrusaha darir 

Permerrirntah Pusat, serdangkan yang dirlakukan PT. Bara Jaya Nusantara dir wirlayah 

konsersnsir PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan tirdak mermirlirkir irzirn dalam berntuk 

apapun darir Permerrirntah Pusat. 

2. PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Bara Jaya Nusantara Bertanggungjawab 

Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang di Lakukan Oleh PT. Bara Jaya 

Nusantara Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

Salah satu perrusahaan yang merndapatkan Irzirn Usaha Perrtambangan (IrUP) 

untuk mermbuka dan merlakukan kergiratan usaha tambang batu bara adalah PT. 

Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) derngan luas tanah 6.960 Ha yang 

terrlertak dir Dersa Tarungirn Kercamatan Hatungun Kabupatern Tapirn Provirnsir 

Kalirmantan Serlatan. PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) 

berrbatasan langsung derngan PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang dirmana PT. 

Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sudah merlakukan kergiratan perrtambangan dir wirlayah 

 

34 Wawancara dengan Bapak Immanuel. Direktur PT. BBPK. 10 Mei 2024 
35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 



65 

 

 

konsersir mirlirk PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) tanpa irzirn 

derngan mermirnta bantuirn PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) serlaku kontraktor darir 

PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) serhirngga merlanggar Pasal 158 Undang-Undang 

Rerpublirk Irndonersira No. 3 Tahun 2020 terntang perrubahan atas Undang-Undang 

Rerpublirk Irndonersira No. 4 Tahun 2009 terntang Perrtambangan Mirnerrba yang pada 

irntirnyaa mernyatakan sirapapun yang merlakukan pernambangan tanpa irzirn 

serbagairmana terrdapat pada pasal 35 dapat dir pirdana serlama 5 tahun dan dernda 

maksirmal serratus mirliryar rupirah. Serhirngga mernyerbabkan PT. Tanjung Alam Jaya 

dan PT. Bara Jaya Nusantara mermnuhir unsur dalam Pasal 1365 KUHPerrdata yang 

mernyatakan bahwa tirap perrbuatan merlawan hukum dan merrugirkan orang lairn 

merwajirbkan orang yang mernyerbabkan kerrugiran mernggantir kerrugirannya terrserbut. 

PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang mernyerwa jasa PT. Bara Jaya Nusantara 

(PT. BJN) untuk merlakukan pernambangan derngan mernyerwa alat-alat berrat pada 

perrusahaan kontraktor terrserbut. Hasirl wawancara darir Bapak Alverro serlaku 

perngawas PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) alat berrat yang sudah dir serwa olerh 

PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) dirbawa ker lokasir tambang serkirtar tanggal 13 Junir 

2023 dan kergiratan pernambangan batubara yang dirkerrjakan olerh PT. Bara Jaya 

Nusantara (PT. BJN) serlaku kontraktor darir PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) 

dirlakukan serjak tanggal 14 Junir 2023 sampair derngan diramankan olerh pertugas. 36 

Hasirl wawancara darir Bapak Alverro serlaku perngawas PT. Bara Jaya Nusantara 

(PT. TAJ) mernyerbutkan luas bukaan lokasir tambang yang dirkerrjakan olerh PT. Bara 

Jaya Nusantara (PT. TAJ) dirwirlayah konsersir mirlirk PT. Bangun Banua Perrsada 

Kalirmantan (PT. BBPK) serluas Panjang ±15 merterr, lerbar ±15 merterr, dan kerdalaman 

±25 merterr dan kergiratan pernambangan irnir dirlakukan serbanyak 1 (satu) pirt bukaan 
 

 

36 Wawancara dengan Alvero. Pengawas PT. BJN. 15 Mei 2024 
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tambang. Darir kergiratan pernambangan yang dirlakukan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. 

TAJ) mernghasirlkan batubara serkirtar 5.000 MT dan batu bara yang dirhasirlkan darir 

lokasir tambang terrserbut dirkirrirmkan ker pirhak kertirga, yairtu dirkirrirmkan ker stockpirler 

RADJA yang berrada dir km 94 dir Kabupatern Tapirn derngan surat kirrirm tanpa logo 

derngan koder surat kirrirm batubara BJN/ANT tujuan RADJA. Bapak Alverro serlaku 

perngawas PT. Bara Jaya Nusantara (PT. TAJ) juga mernjerlaskan cara pernambangan 

batubara yang dirkerrjakan olerh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) dirlokasir terrserbut, 

yairtu mernggunakan Erxcavator derngan cara mernggalir atau mernggerruk tanah lapirsan 

atas yang berrada dir sirsir terbirng berkas galiran tambang terrdahulu lalu mermirndahkan 

lapirsan tanah terrserbut dirbuang ker termpat dirsposal (OB) dan serlanjutnya apabirla 

sudah terrlirhat batubara pada galiran terrserbut maka batubara yang dirhasirlkan akan 

dirpirndahkan ker stockroom derngan mernggunakan HD mirnir yang berrada tirdak jauh 

darir lokasir bukaan tambang terrserbut. 37Perralatan yang dirgunakan olerh PT. Bara Jaya 

Nusantara (PT. BJN) dalam merlakukan kergiratan pernambangan batubara dir lokasir 

terrserbut, yairtu derngan mernggunakan 1 (satu) unirt Erxcavator merrk Komatsu PC 210 

warna kunirng derngan produk irderntirfircatiron numberr KMTPC282LMTC03409, 1 

(satu) unirt erxcavator merrk Zaxirs 470 Lc warna oranger derngan front numberr 

C22ErHH644Er dan 1 (satu) unirt HD mirnir HANWO merrk XCMG XG90H warna 

kunirng derngan nomor lambung 300. 

Pada tanggal 27 Junir 2023 tirm lapangan PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan 

merlakukan perngawasan dir wirlayah konsersir mirlirk PT. Bangun Banua Perrsada 

Kalirmantan derngan mernggunakan droner yang dirmana terrlirhat jirka serdang ada 

kergiratan pernambangan batubara yang tirdak ada dirlakukan olerh pirhak PT. Bangun 

Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK). Pada tanggal 05 Julir 2023 tirm lapangan 
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PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) kermbalir merlakukan 

perngawasan yang dirmana kergiratan pernambangan terrserbut masirh berrjalan. Serterlah 

PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) merncarir tau sirapa yang sudah 

merlakukan kergiratan pernambangan dir wirlayah konsersir PT. Bangun Banua Perrsada 

Kalirmantan (PT. BBPK), maka pada tanggal 7 Julir 2023 Kerpala Terknirk Tambang 

PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) merlaporkan sercara lirsan 

kerpada Kerpala Terknirk Tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) namun tirdak 

ada tanggapan darir pirhak PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ). Pada tanggal 11 Julir 

2023 pirhak PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) kermbalir 

merngirrirmkan surat kerpada Dirrerktur PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) perrirhal 

permberrirtahuan aktirvirtas dirluar wirlayah konsersir PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), 

namun pada tanggal 13 Julir 2023 tirm lapangan PT. Bangun Banua Perrsada 

Kalirmantan (PT. BBPK) kermbalir merlakukan perngawasan derngan langsung turun 

kerlapangan dan terrnyata masirh ada kergiratan pernambangan dirluar wirlayah konsersir 

yang dirlakukan olerh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) serlaku kontraktor darir PT. 

Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ). Karerna tirdak ada tanggapan darir pirhak PT. Tanjung 

Alam Jaya (PT. TAJ) maupun pirhak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN). Serhirngga 

akirbat hal terrserbut mernyerbabkan PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. 

BBPK) merngalamir kerrugiran serbersar Rp 1.250.000.000,00. Untuk irtu perrbuatan atau 

derlirk PT TAJ dan PT BJN mermernuhir Pasal 1365 KUHPerrdata yang mernyatakan 

bahwa tirap perrbuatan merlawan hukum dan merrugirkan orang lairn merwajirbkan orang 

yang mernyerbabkan kerrugiran mernggantir kerrugirannya terrserbut. 

3. Unsur-Unsur dalam Izin Usaha 

 

Dalam irzirn usaha, ada berberrapa unsur yang terrdapat dirdalamnya, yairtu : 

a. Werwernang 
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Werwernang adalah sertirap tirndakan hukum olerh permerrirntah yang utamanya 

dalam Nergara hukum, bairk dalam mernjalankan fungsir perngaturan maupun 

perlayanan harus dirdasarkan pada werwernang yang dirberrirkan olerh perraturan 

perrundang-undangan yang berrlaku. Tanpa adanya werwernang yang jerlas, maka 

tirdak akan perrnah dapat dirbuat kerputusan konkrirt sercara yurirdirs. 

b. Serbagair berntuk kertertapan 

 

Dalam Nergara hukum moderrn, tugas dan kerwernangan permerrirntah tirdak 

hanya serkerdar mernjaga kerterrtirban dan keramanan, tertapir juga merngupayakan 

kerserjahterraan umum yang dirmana tugas dan kerwernangan permerrirntah untuk 

mernjaga kerterrtirban dan keramanan merrupakan tugas klasirk yang sampair kirnir 

masirh dirperrtahankan. Dalam rangka tugas irnirlah, maka permerrirntah dirberrirkan 

werwernang dalam birdang perngaturan yang fungsirnya pernganturan irnir muncul 

berberrapa irnstrumernt yurirdirs untuk mernghadapir perrirstirwa irndirvirdual dan 

konkrirt, kertertapan irnir merrupakan ujung tombak darir irnstrumern hukum dalam 

pernyerlernggaraan permerrirntahan. 

c. Lermbaga Permerrirntah 

Lermbaga, sercara terorirtirs adalah suatu ruler of ther gamer yang merngatur 

tirndakan dan mernerntukan apakah suatu organirsasir dapat berrjalan sercara erfirsirern 

dan erferktirf. Derngan dermirkiran tata kerlermbagaan dapat mernjadir perndorong 

(ernablirng) perncapairan kerberrhasirlan serkalirgus juga birla tirdak terpat dalam 

mernata, maka akan mernjadir pernghambat (Contrairnt) dan tugas-tugas terrmasuk 

juga dalam pernyerlernggaraan perrirzirnan terrhadap sergala sersuatu yang 

mermerrlukan irzirn darir permerrirntah/ Nergara. 

d. Perrirstirwa Konkrirt 
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Dirserbutkan bahwa irzirn merrupakan irnstrumernt yurirdirs yang berrberntuk 

kertertapan dan dirgunakan olerh permerrirntah untuk mernghadapir perrirstirwa konkrirt 

dan irndirvirdual. Perrirstirwa konkrirt adalah perrirstirwa yang terrjadir pada waktu 

terrterntu, orang terrterntu, termpat terrterntu, dan fakta hukum terrterntu. Perrirstirwa 

konkrirt irnir mermpunyair berragam perrirstirwa, bergirtupun derngan irzirnnya juga 

berragam. Irzirn yang jernirsnya berragam irtu dirbuat dalam prosers yang cara 

proserdurnya terrgantung darir kerwernangan permberrir irzirn, macam irzirn dan struktur 

organirsasir irnstansir yang mernerrbirtkannya. 

e. Prosers dan Proserdur 

 

Prosers dan proserdur perrirzirnan dapat merlirputir proserdur perlayanan perrirzirnan 

yang dirmana prosers pernyerlersairan perrirzirnan dapat dirlakukan olerh aparat/pertugas. 

Dalam sertirap tahapan perkerrjaan terrserbut, masirng-masirng pergawair dapat 

mergertahuir perran masirng-masirng dalam prosers pernyerlersairan perrirzirnan. Sercara 

umum perrmohonan irzirn irtu harus mernermpuh proserdur terrterntu yang dirterntukan 

olerh permerrirntah serlaku permberrir irzirn. Darir pernjerlasan serberlumnya, permohon juga 

harus mermernuhir perrsyaratan-perrsyaratan terrterntu yang dirterntukan olerh 

permerrirntah serbagair permberrir irzirn yang dirterntukan sercara serpirhak. Proserdur dan 

perrsyaratan perrirzirnan irtu berrberda-berda terrgantung jernirs irzirn, tujuan irzirn dan 

irnstansir permberrir irzirn, yairtu irnstansir mana, birsa permerrirntah daerrah atau pusat. 

Serlanjutnya berberrapa hal yang yang berrhubungan derngan perlaksanaan perrirzirnan, 

lack of comperterncirers akan dirjerlaskan serbagair berrirkut : 

1. Prosers perrirzirnan mermbutuhkan adanya perngertahuan yang tirdak hanya 

serbatas asperk lergal darir prosers perrirzirnan, tertapir lerbirh jauh darir irtu. Mirsalnya 

untuk mermberrir irzirn, pirhak perlaksana juga harus mermperrtirmbangkan dampak 

yang akan dirtirmbulkan darir irzirn terrserbut. 
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2. Prosers perrirzirnan mermerrlukan dukungan kerahliran aparatur yang tirdak hanya 

dalam hal merngirkutir tata urutan proserdurnya, tertapir juga kerterntuan lairn yang 

sangat merndukung kerlancaran prosers perrirzirnan irtu serndirrir. 

3. Prosers perrirzirnan tirdak terrlerpas darir irnterraksir antara permohon derngan permberrir 

irzirn. Dalam irnterraksir terrserbut terrkadang muncul perrirlaku yang mernyirmpang, 

bairk yang dirlakukan olerh aparatur maupun yang dir tirmbulkan olerh 

kerperntirngan birsnirs perlaku usaha serhirngga aparatur perlaksana perrirzirnan 

dirtuntut untuk mermirlirkir perrirlaku yang posirtirf derngan tirdak mermanfaatkan 

sirtuasir dermir kerperntirngan prirbadir. Irnir sermata-mata dermir terrcirptanya good 

goverrnancer. 

f. Perrsyaratan Terrterntu 

 

Perrsyaratan merrupakan hal yang harus dirpernuhir olerh permohon untuk 

merperrolerh irzirn yang dirmohonkan. Perrsyaratan-perrsyaratan terrserbut berupa 

dokumern atau surat-surat kerlerngkapan, yairtu : 

1. Terrtulirs derngan jerlas karerna rergulasir akan sulirt terrlaksana derngan bairk tanpa 

terrtulirs derngan jerlas. 

2. Mermungkirnkan untuk dirpernuhir karerna irtulah perrirzirnan harus berrorirerntasir 

pada azas kermudahan untuk dirlaksanakan olerh sir permohon irzirn. Berrlaku 

unirverrsal yang dirmana perrirzirnan herndaknya tirdak mernirmbulkan erferk 

dirskrirmirnatirf, tapir harus irnklusirf dan unirverrsal. 

g. Waktu Pernyerlersairan Irzirn 

 

Waktu pernyerlersairan irzirn harus dirterntuakan olerh irnstansir yang 

berrsangkutan. Waktu pernyerlersairan yang dirtertapkan serjak saat perngajuan 

perrmohonan perrirzirnan sampair derngan pernyerlersairan irzirn. Dirmernsir waktu serlalu 
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merlerkat pada prosers perrirzirnan karerna adanya tata cara dan proserdur yang harus 

dirtermpuh serserorang dalam merngurus perrirzirnan terrserbut. 

h. Biraya Perrirzirnan 

 

Untuk pernertapan bersarnya biraya perlayanan irzirn, harus mermperrhatirkan hal- 

hal serbagair berrirkut, yairtu : 

1. Rirnciran biraya harus jerlas untuk sertirap perrirzirnan, khususnya yang 

mermerrlukan tirndakan serperrtir pernerlirtiran, permerrirksaan, perngukuran serrta 

perngajuan. 

2. Dirtertapkan olerh perraturan Perrundang-Undangan dan mermperrhatirkan 

proserdur sersuair kerterntuan perraturan perrundang-undangan. Permbirayaan 

mernjadir hal yang merndasar darir salah satu syarat perngurusan perrirzirnan. 

Namun, perrirzirnan serbagair bagiran darir kerbirjakan permerrirntah untuk merngatur 

aktirvirtas masyarakat sudah serharusnya mermernuhir perrsyaratan serbagair publirc 

good. Derngan dermirkiran, merskirpun terrdapat permbirayaan untuk perrirzirnan 

maka bukan untuk serbagair alat nergara. Olerh karerna irtulah harus mermernuhir 

berberrapa syarat, yairtu Dirserbutkan derngan jerlas Terrdapat (merngirkutir) standar 

nasironal, Tirdak ada perngernaan biraya lerbirh darir serkalir untuk sertirap obyerk 

(syarat) terrterntu, Perrhirtungan dirdasarkan pada tirngkat reral cost (biraya yang 

serbernarnya) dan Bersarnya biraya dirirnformasirkan sercara luas. 

ir. Perngawasan Pernyerlernggaraan Irzirn 

 

Sersuair derngan kondirsir yang ada, bahwa kirnerrja perlayanan perrirzirnan terrnyata 

masirh perrlu dirtirngkatkan agar mernjadir lerbirh bairk. Irtu artirnya bahwa perlayanan 

perrirzirnan permerrirntah masirh buruk. Buruknya perlayanan perrirzirnan irnir dirserbabkan 

olerh berberrapa hal, antara lairn : 

1. Tirdak ada sirsterm irnserntirf untuk malakukan perrbairkan. 
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2.  Buruknya tirngkat perngambirlan irnirsiratirf dalam perlayanan perrirzirnan, yang 

dirtandair derngan tirngkat kerterrgantungan yang tirnggir pada aturan formal (ruler 

drirvern) dan pertunjuk pirmpirnan. 

3. Budaya aparatur yang masirh kurang dirsirplirn dan serrirng merlanggar aturan. 

 

4.  Budaya paterrnalirstirc yang tirnggir, artirnya aparat mernermpatkan pirmpirnan 

serbagair prirorirtas utama, bukan kerperntirngan masyarakat. 

j. Sanksir 

 

Serbagair produk kerbirjakan publirc, rergulasir dan derrergulasir perrirzirnan dir Irndonersira 

ker derpan perrlu mermperrhatirkan sanksir derngan krirterrira serbagair berrirkut : 

1. Dirserbutkan sercara jerlas terrkairt derngan unsur-unsur yang dapat dirberrir sanksir 

dan sanksir apa yang akan dirberrirkan; 

2. Jangka waktu perngernaan sanksir dirserbutkan; 

 

3. Merkanirsmer pernggunaan sanksir. 

 

k. Hak dan Kerwajirban 

 

Hak dan Kerwajirban antara permohon dan irnstansir permberrir irzirn harus 

terrtuang dalam rergulasir dan derrergulasir perrirzirnan dir Irndonersira. Dalam hal irnir 

harus dirperrhatirkan hal-hal serbagair berrirkut : 

1. Terrtulirs derngan jerlas. 

2. Serirmbang antar para pirhak. 

 

3. Wajirb dirpernuhir olerh para pirhak. 

 

Dir dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, terntang Perlayanan 

Publirk juga dirkermukakan hak dan kerwajirban masyarakat (yang mermohon irzirn) 

dan irnstansir permberrir perlayanan perrirzirnan. 
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4. Kendala Yang Di Hadapi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan Dalam 

Proses Ganti Rugi yang dilakukan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) 

Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) 

Dalam merlakukan prosers kerserpakatan merngernair biraya gantir kerrugiran lahan 

yang sudah dirgunakan tanpa irzirn olerh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) Serlaku 

Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), pirhak pernyirdirk merlakukan 

pernyerlirdirkan lerbirh dalam merngernair kasus yang terrjadir antara PT. Bangun Banua 

Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) derngan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) 

Serlaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), yairtu PT. Bara Jaya 

Nusantara (PT. BJN) Serlaku Kontraktor PT. Tanjung Alam (PT. TAJ) mermakair 

wirlayah konsersir mirlirk PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) tanpa 

irzirn. Awalnya PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) saat dir mirnta kerterrangan olerh 

pernyirdirk, pirhak PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) masirh berrsirkerras jirka lahan yang 

merrerka pakair saat merlakukan pernambangan adalah mirlirk wirlayah konsersir PT. 

Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang dirmana perrnyataan irnir mernirmbulkan kerndala 

pada prosers tahap pernyerlirdirkan yang dirlakukan olerh pirhak pernyirdirk. Bahwa 

berrdasarkan surat darir Dirrerktur Rerskrirmsus Polda Kalirmantan Serlatan Nomor: 

B/345/VIrIrIr/RErS.5.5/2023/Dirtrerskrirmsus, pada tanggal 3 Agustus 2023 kerpada 

Dirrterklirng Dirrjern Mirnerrba Kermernterriran ErSDM RIr perrirhal bantuan overrlay, maka 

ahlir kartografir yang berkerrja serbagair Aparatur Sirpirl Nergara (ASN) dir Dirrerktorat 

Terknirk dan Lirngkungan Kermernterriran ErSDM RIr derngan jabatan 38serbagair irnsperktur 

tambang bahwa hasirl perngambirlan tirtirk koordirnat terrserbut mermang berrada dalam 

areral irzirn PKP2B PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK). 

 

 

38 Wawancara dengan Farrel. Ahli Kartografi. 16 Mei 2024 
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Gambar 3.4 Peta Titik Koordinat 
 

Dalam hal irnir pirhak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) serlaku kontraktor darir 

PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) terlah merlanggar Undang-Undang Rerpublirk 

Irndonersira Nomor. 3 Tahun 2020 terntang perrubahan atas Undang-Undang Rerpublirk 

Irndonersira Nomor. 4 Tahun 2009 terntang perrtambangan mirnerral dan batubara. 

Bapak Irmmanuerl serlaku Dirrerktur PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. 

BBPK) merngatakan dirsaat prosers gerlar perrkara tahap pernyerlirdirkan, bahwa antara 

pirhak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) serlaku kontraktor tambang PT. Tanjung 

Alam Jaya (PT. TAJ) serbagair terrlapor derngan pirhak manajermern PT. Bangun Banua 

Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) serbagair perlapor sudah salirng serpakat berrdamair 

untuk mernyerlersairkan perrmasalahan sercara kerkerluargaan (keradirlan rerstoratirver 

justircer) serbagairmana terrdapat dalam yang dirmana terrdapat kerserpakatan 

perrdamairan antara pirhak pirhak manajermern PT. Bangun Banua Perrsada Kalirmantan 

(PT. BBPK) serbagair perlapor dan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) serlaku 

kontraktor tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) serbagair terrlapor tirdak ada 

dirbuatkan sercara terrtulirs, namun pirhak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) ada 



75 

 

 

mermbuat surat perrnyataan pada tanggal 29 Serptermberr 2023 yang dirtandatangir olerh 

saudara Irbnu serlaku kuasa darir PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) dan dirsaksirkan 

olerh Saudara Abdul serlaku Kaders Batang Banyu Kercamatan Sambung Makmur 

Kabupatern Banjar Provirnsir Kalirmantan Serlatan. Derngan adanya surat perrnyataan 

terrserbut, maka pirhak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) terlah mermbuktirkannya 

derngan merngermbalirkan batubara yang terlah dirangkut kerluar atau dirjual ker pirhak 

kertirga derngan jumlah ±5.000 MT sersuair derngan Berrirta Acara Rerkomerndasir 

Nomor: 001/BBPK/BJN/VIrIrIr/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023 yang jirka 

dirjumlah sertara derngan nomirnal Rp. 1. 250. 000.000 (satu mirlirar dua ratus lirma 

puluh rupirah) yang dir kirrirmkan merlaluir transferr rerkernirng. 39 

Saudara Abdul merngatakan bahwasanya tirdak merngertahuir perrirhal bahwa PT 

Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) terlah merncabut surat perngaduan 

laporan irnformasir nomor : LIr/332/VIrIrIr/Rers.5.5./2023/Dirt Krirmsus Polda 

Kalirmantan Serlatan pada tanggal 1 Agustus 2023 dan berrdasarkan surat perrnyataan 

pada tanggal 29 Serptermberr 2023 terrserbut pirhak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) 

kontraktor darir PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) serlaku terrlapor dan pirhak PT. 

Bangun Banua Perrsada Kalirmantan (PT. BBPK) serlaku perlapor tirdak akan 

mermperrpanjang perrmasalahan pernambangan tanpa irzirn irnir dirkermudiran harir dan 

tirdak salirng mernuntut atau mernggugat kermbalir bairk sercara pirdana maupun perrdata 

atas perrkara yang dirlaporkan terrserbut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Wawancara dengan Abdul. Kepala Desa Batang Banyu. 18 Mei 2024 


